
4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemenerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarmasin;

Menimbang

WALlKOTABANJARMASIN,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

RENCANABISNIS DANANGGARANBADANLAYANANUMUMDAERAH
UNIT PELAKSANATEKNIS PUSAT KESEHATANMASYARAKAT

DI KOTABANJARMASIN

TENTANG

PERATURANWALlKOTABANJARMASIN

NOMOR 97 TAHUN2021

WALlKOTABANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5165);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5679);

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);



Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai un sur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wall Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBDdan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinaa/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasall

KETENTUANUMUM

BABI

PERATURANWALl KOTATENTANGRENCANABISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANATEKNISPUSATKESEHATANMASYARAKAT.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

15 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2020
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota
Banjarmasin;

14 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 78);

13 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);



(1)Dalammenyusun RBAsebagaimana dimaksud dalam Pasal3 mengacu pada
rencana strategis Dinas Kesehatan.

(2)Penyusunan RBAsebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan :
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan

Pasal4

(1) PemimpinBLUDUPTPuskesmas menyusun RBA.
(2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dalam menyusun RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT
Puskesmas.

Pasal3

PENYUSUNANRBA

BABII

a. penyusunan RBA;

b. pengajuan RBA;

c. penetapan RBA;dan

d. perubahan RBA

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

Pasal2

8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUDUPTPuskesmas adalah sistem
yang diterapkan oleh UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari pengelolaan daerah pada
umumnya.

9. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas adalah Pimpinan BLUD UPT
Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUDUPT
Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat
teknis.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rene ana anggaran tahunan BLUDUPT Puskesmas, yang disusun
dan disajikan sebagan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
Puskesmas.

12. Reneana Strategis BLUDUPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra
BLUDUPTPuskesmas adalab dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi,
misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinetja dan arab kebijakan
operasional BLUDUPTPuskesmas.



(1)Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 5 ayat (1)huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja
dan pembiayaan.

Pasal6

(1)RBABLUDUPI'Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal3, meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase arnbang batas; dan
e. perkiraan maju atau foruiard estimate.

(2)RBABLUDUPI'Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menganut
pola anggaran fleksibeldengan suatu persentase ambang hatas tertentu.

(3)RBABLUDUPTPuskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disertai
dengan standar pelayanan minimal.

(4)Format RBABLUDUPI' Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalarn lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan WaliKota ini.

Pasal5

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan

akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, dana

kapitasi jarninan kesehatan nasional, hibah, hasil kerja sarna dengan

pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, APBD,dan sumber pendapatan

BLUDUPI' Puskesmas lainnya.

(3)Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output

dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan olehWali
Kota.

(5)Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)huruf c merupakan pagi belanja yang dirinci menurut belanja
operasi dan belanja modal.



(1) PemimpinBLUDUPTPuskesmas menyampaikan pengajuan RBAkepada
PPKD.

(2) Pengajuan RBAsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal8

PENGAJUANRBA

BAB III

Pasal 7
(1)RBABLUDUPTPuskesmas yang telah disusun oleh Pejabat PengelolaBLUD

UPT Puskesmas ditandatangani oleh Pemimpin BLUD BLUD UPT
Puskesmas.

(2)RBABLUDPuskesmas yang telah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
KepalaDinas.

(3)RBA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diintergrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKADinas
Kesehatan.

(2)Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran

untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang

tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3)Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,

merupakan estimasi harga jual produk barang darr/atau jasa setelah

memperhitungkan biaya.

(4)Besaran persentasi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentasi perubahan anggaran

bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional

BLUD.

(5)Perkiraan maju atau forward estimate sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.



BERITA DAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2021 NOMOR 97

SEKRETARIS AERAHKOTABANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1"( .l)8sembc r- 2(21

IBNU SINA
+

WALlKOTABANJARMASIN

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Deseubc r' 2L£:·1

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

KETENTUANPENUTUP

BABVI

(1) Perubahan RBA BLUD Puskesmas dapat dilakukan apabila terjadi
perubahan APBD.

(2) Perubahan RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PERUBAHANRBA

BABV

Penetapan RBA BLUD UPT Puskesmas mengikuti tahapan dan jadwal
proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal9

PENETAPANRBA

BABIV


